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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengurangan pokok Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak 

di Kota Yogyakarta. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak 

Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Indeks Kinerja Utama (KPI) dan Teori Empat Pilar 

OECD. Efektivitas kebijakan diukur menggunakan Kepmendagri Nomor 690.900.327 

Tahun 1996. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam aspek 

pembayaran dan kebenaran pelaporan pajak. Namun, implementasi kebijakan ini masih 

menghadapi beberapa hambatan, seperti ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan berkas 

administrasi wajib pajak, pengajuan permohonan yang melewati batas waktu pengajuan, 

serta adanya wajib pajak yang mengajukan pengurangan lebih dari satu kali dalam satu 

tahun pajak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan 

berbagai upaya, termasuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan 

kualitas digitalisasi layanan pajak, serta inovasi siap jemput layanan pajak daerah. 

Kata Kunci: Efektivitas; Kebijakan Pengurangan Pokok; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu 

komponen penting dalam struktur pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah 

kabupaten atau kota. Kota Yogyakarta, sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan properti 

yang tinggi, mengandalkan penerimaan PBB-P2 untuk membiayai berbagai kebutuhan 

daerah. Dalam praktiknya, realisasi penerimaan pajak ini sering kali menghadapi 

tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan wajib pajak. 
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Sebagai bentuk pemberian fasilitas kepada wajib pajak, Pemerintah Kota Yogyakarta 

memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pokok 

PBB-P2. Kebijakan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 

Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pengurangan pokok PBB-P2 tidak 

hanya merupakan kebijakan, tetapi juga hak wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan 

pembayaran PBB-P2, terutama bagi kategori tertentu seperti veteran, wajib pajak tidak 

mampu, pensiunan PNS, TNI/POLRI, bangunan cagar budaya, serta wajib pajak kriteria 

umum. Pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tujuan 

utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi jumlah piutang 

pajak yang meningkat dari tahun ke tahun. 

 

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota 

Yogyakarta selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi 

penerimaan pajak mencapai Rp97,70 miliar atau 105,62% dari target yang ditetapkan. Tren 

peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian Rp99,43 miliar, kemudian 

meningkat signifikan pada tahun 2023 dengan realisasi Rp112,23 miliar. Tahun 2024 

menunjukkan pencapaian Rp125,60 miliar, yang tetap melampaui target meskipun 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, data piutang 

menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, 

dengan total piutang PBB-P2 mencapai Rp143,83 miliar pada tahun 2023. 

 

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan PBB-

P2. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib 

pajak, maka tingkat kepatuhannya juga meningkat secara signifikan. Selain itu, 

pengetahuan perpajakan yang memadai turut berperan dalam mendorong kepatuhan wajib 

pajak. Di samping itu, kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus berkontribusi secara 

positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putra & Sujana, 2021). 

Namun, penelitian yang secara spesifik meneliti implementasi kebijakan pengurangan 

pokok PBB-P2 terhadap kepatuhan masih terbatas. Sementara itu, efektivitas kebijakan ini 

dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak masih menjadi pertanyaan yang perlu 

dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya, 

serta menyusun upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini ke depan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Efektivitas  

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu operasi di sektor publik mencapai 

keberhasilan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila memberikan dampak yang 

signifikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan (Hamid, 2018). Tingkat efektivitas pada penelitian ini menggunakan 

klasifikasi tingkat efektivitas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 

1996 Tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan. Tingkat efektivitas dapat diukur 

dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan 

menggunakan rumus efektivitas. Dalam konteks penerimaan pajak daerah, tingkat 

efektivitas ini dapat dianalisis melalui tabel klasifikasi berikut. 
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Tabel 1  

Kriteria Penilaian Efektivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996  

 

Data yang digunakan adalah realisasi dan target pada POS PBB-P2 dalam tahun 2021 

sampai dengan 2024  pada Kota Yogyakarta. Hasil perhitungan digunakan sebagai acuan 

untuk mendapatkan kesimpulan atas penerimaan PBB-P2 atas pengajuan pengurangan 

PBB-P2 dengan kriteria sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak 

efektif. 

 

Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta 

Kebijakan pengurangan PBB-P2 di Kota Yogyakarta dilakukan melalui mekanisme 

pengajuan permohonan oleh wajib pajak di Mall Pelayanan Publik atau secara online 

melalui Jogja Smart Service (JSS). Proses ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pengurangan Pokok PBB-P2 yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu penerimaan 

permohonan, penelitian dan penentuan pengurangan, telaah dan penyusunan keputusan, 

persetujuan dan penandatanganan, serta penerbitan dan distribusi keputusan. 

 

Keputusan akhir pengurangan PBB-P2 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali 

Kota dengan hasil yang dapat berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau 

ditolak. Besaran pengurangan diberikan maksimal 75% untuk kondisi tertentu hingga 

100% bagi objek pajak yang terkena bencana atau sebab luar biasa. Dalam 

implementasinya, masih ada wajib pajak yang telah menerima pengurangan tidak segera 

melunasi PBB-P2 hingga melewati jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Hal ini 

menyebabkan peningkatan piutang pajak karena adanya pengurangan tanpa realisasi 

pembayaran. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pengurangan PBB-P2 perlu dievaluasi 

untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Istilah "kepatuhan" diartikan sebagai patuh atau tunduk pada aturan dan ajaran (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan dapat diartikan 

sebagai ketaatan, kepatuhan, dan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, 

seseorang yang dianggap patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang pajak. Pengertian kepatuhan 

pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan 

lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak 

tepat pada waktunya (Zain, 2008). 

Jumlah Persentase Kriteria Penilaian 

>100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
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Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan penghitungan 

klasifikasi bahwa kepatuhan dapat dinilai berdasarkan perbandingan antara Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dilunasi dengan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) dengan jumlah SPPT yang diterbitkan. Indikator ini digunakan untuk 

mengevaluasi sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi SPPT 

yang telah ditetapkan. Berikut ini rumus perhitungan untuk mengukur kepatuhan pelunasan 

PBB-P2: 

Kepatuhan Pelunasan PBB-P2 =  

 

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, hasil yang diperoleh akan dinyatakan dalam 

bentuk persentase. Persentase ini kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria tingkat 

kepatuhan wajib pajak, yang ditetapkan berdasarkan nilai tertentu. 

 
Tabel 2  

Klasifikasi Tingkat Kepatuhan 

Jumlah Persentase Kriteria Tingkat Kepatuhan 

>100% Sangat Patuh 

80%-100% Patuh 

60%-80% Cukup Patuh 

0-60% Tidak Patuh 

     Sumber: Dirjen Pajak, 2006 

 

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini juga didukung berdasarkan Teori Empat 

Pilar Kepatuhan Wajib Pajak yang diperkenalkan oleh Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) tahun 2004 (OECD, 2004). Dalam risetnya, OECD 

mengklasifikasikan kepatuhan pajak ke dalam empat pilar utama. Pertama, Registrasi, 

yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau terdaftar dalam sistem. 

Kedua, Pelaporan, yang mengacu pada kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara 

tepat waktu atau timely filing. Ketiga, Pembayaran, yang berkaitan dengan kepatuhan 

dalam menyampaikan informasi perpajakan secara lengkap dan akurat atau complete and 

accurate reporting. Terakhir, Kebenaran Pelaporan, yang berarti kepatuhan dalam 

membayar pajak terutang secara tepat waktu atau timely payment. Selain itu, sistem pajak 

yang terlalu kompleks dapat menyulitkan wajib pajak, sedangkan sanksi tegas dan insentif 

seperti pengurangan pajak dapat mendorong kepatuhan. 

 

Pada penelitian ini, teori empat pilar kepatuhan pajak menurut OECD dapat digunakan 

untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta dan penerimaan pajak daerah. 

Jika kebijakan ini dapat meningkatkan persepsi keadilan pajak dan mempermudah proses 

administrasi, maka diharapkan kepatuhan pajak akan meningkat.  Namun, jika tidak 

diimbangi dengan pengawasan yang baik, ada kemungkinan wajib pajak justru menunda 

pembayaran dengan harapan kebijakan serupa akan diberikan masa mendatang. Oleh 

karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor kepatuhan pajak yang dikemukakan OECD 

menjadi penting dalam menilai dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan PBB-P2. 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Salah satu pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang 

dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh 

wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, subjek 

PBB-P2 adalah wajib pajak yang merasakan manfaat dari tanah atau bangunan yang 

dimilikinya.  Objek PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai 

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Bilamana subjek pajak tersebut dikenakan 

kewajiban membayar PBB-P2 maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak. 

 

Kota Yogyakarta mengatur tarif PBB-P2 melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 

51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah Kota 

Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 sebagai hak bagi 

wajib pajak yang diatur berdasarkan kategori tertentu, baik bagi wajib pajak orang pribadi 

maupun badan. 

Wajib pajak orang pribadi yang berhak memperoleh pengurangan PBB-P2 meliputi: 

1. Veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa 

bintang gerilya, atau janda/dudanya. 

2. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dengan hasil 

terbatas dan berpenghasilan rendah. 

3. Pensiunan dengan penghasilan utama dari dana pensiun yang kesulitan membayar 

PBB-P2. 

4. Wajib pajak yang tidak mampu membayar PBB-P2 dan dibuktikan dengan surat 

pernyataan dari lurah setempat. 

5. Wajib pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga 

tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. 

Sementara itu, wajib pajak badan yang dapat menerima pengurangan meliputi: 

1. Badan yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas, serta yang mengalami 

kenaikan NJOP hingga tidak dapat membayar PBB-P2 secara rutin. 

2. Badan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, 

kebudayaan, dan konservasi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk 

memahami fenomena kebijakan pengurangan pokok pajak PBB-P2 secara mendalam. Data 

yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui 

wawancara dan dokumentasi. Data mencakup informasi wajib pajak yang mengajukan 

pengurangan pokok PBB-P2, realisasi penerimaan PBB-P2 secara umum dan berdasarkan  

pengajuan pengurangan pokok PBB-P2, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan, dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. 

Studi dokumen mencakup analisis peraturan daerah, peraturan wali kota, laporan jumlah 

wajib pajak dan total nilai pengajuan pengurangan pokok PBB-P2, serta laporan target dan  
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realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2021 hingga 2024. Sementara itu, wawancara 

dilakukan dengan lima informan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD). Kota Yogyakarta yang memiliki peran dalam implementasi kebijakan 

pengurangan pokok PBB-P2 ini. Informan terdiri dari satu orang Kepala Subbidang 

Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, dua orang Penelaah Teknis Kebijakan, dan 

dua orang Pengolah Data dan Informasi di BPKAD Kota Yogyakarta, guna memperoleh 

perspektif mendalam mengenai efektivitas kebijakan, hambatan pelaksanaan, serta upaya 

penyelesaiannya. 

 

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, 2014). 

Efektivitas kebijakan diukur dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak 

menggunakan rumus efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan. Selain itu, tingkat 

kepatuhan wajib pajak diukur dengan klasifikasi penilaian kepatuhan PBB-P2 sesuai 

dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Indeks 

Kinerja Utama (KPI). Hambatan implementasi dianalisis berdasarkan aspek regulasi, 

teknis, dan administratif, sedangkan upaya penyelesaiannya meliputi optimalisasi layanan 

pajak dan peningkatan kesadaran perpajakan wajib pajak.  

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 terhadap 

kepatuhan wajib pajak, penting untuk melihat sejauh mana wajib pajak yang mengajukan 

pengurangan tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tepat waktu. Kepatuhan ini 

dapat diukur dari jumlah wajib pajak yang melakukan pelunasan PBB-P2 setelah 

menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota atas pengajuan pengurangan, yang dilunasi 

paling lambat pada jatuh tempo tanggal 30 September setiap tahunnya.  

 

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang mengajukan 

pengurangan pokok PBB-P2 dengan jumlah yang melunasi kewajibannya tepat waktu pada 

tahun 2021 sampai tahun 2024. 

 
Tabel 3 

Data Wajib Pajak yang Mengajukan Pengurangan PBB-P2 dan Melunasi Tepat Waktu 

Sumber: Data Diolah, 2025 
 

 

 

 

Tahun 

Pajak 

Jumlah Wajib Pajak yang 

Mengajukan Pengurangan 

Jumlah Wajib Pajak yang 

Melunasi Tepat Waktu 

2021 2399 2043 

2022 1815 1608 

2023 1585 1354 

2024 1559     1383 
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Gambar 1 

Grafik Data Wajib Pajak yang Mengajukan Pengurangan Pokok PBB-P2 dan Wajib 

Pajak yang Melunasi Tepat Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

          

 

 

Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Data menunjukkan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak serta jumlah 

wajib pajak yang melunasi pajak tepat waktu dari tahun 2021 hingga 2024. Jumlah wajib 

pajak yang mengajukan pengurangan pajak mengalami tren penurunan setiap tahunnya, 

dari 2399 pada tahun 2021 menjadi 1815 di tahun 2022, lalu turun lagi menjadi 1585 di 

tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 1559 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah 

wajib pajak yang melunasi pajak tepat waktu juga mengalami penurunan dari 2043 di 

tahun 2021 menjadi 1608 pada tahun 2022, lalu turun ke angka 1354 di tahun 2023. 

Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan dengan 1383 wajib pajak yang 

melunasi pajak tepat waktu. Tren penurunan wajib pajak yang melunasi tepat waktu 

mencerminkan adanya penurunan pengajuan pengurangan dari tahun sebelumya. 

Peningkatan pembayaran tepat waktu di tahun 2024 dapat menjadi indikasi pemulihan 

ekonomi, meningkatnya kesadaran wajib pajak, atau efektivitas kebijakan yang diterapkan 

pemerintah. 

 

Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada penelitian ini, penulis 

menggunakan dua teori, yaitu penghitungan tingkat kepatuhan berdasarkan Surat Edaran 

Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Indeks Kinerja Utama 

(KPI) dan Teori Empat Pilar OECD. 

 

Pengukuran dengan SE-18/PJ.22/2006, penulis menggunakan indikator perhitungan yang 

sejenis. Indikator perhitungan meliputi perbandingan antara jumlah wajib pajak yang 

melunasi PBB-P2 tepat waktu (SPPT yang telah dilunasi) dibandingkan jumlah wajib 

pajak yang mengajukan pengurangan pokok PBB-P2 (SPPT yang diterbitkan) dengan 

rumus sebagai berikut: 

Kepatuhan Pelunasan PBB-P2 =  
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Tabel 4 

Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Tahun 

Pajak 

Jumlah Wajib Pajak yang 

Mengajukan 

Pengurangan 

Jumlah Wajib Pajak 

yang Melunasi Tepat 

Waktu 

Persentase 

Kepatuhan (%) 
Kriteria 

Kepatuhan 
a b c=  

2021 2399 2043 85,16% Patuh 

2022 1815 1608 88,60% Patuh 

2023 1585 1354 85,43% Patuh 

2024 1559 1383 88,71% Patuh 

Rata-Rata 86,98% Patuh 

  Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Pada tahun 2021, dari 2399 wajib pajak yang mengajukan pengurangan, terdapat 2043 

wajib pajak yang melakukan pelunasan tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 

85,16%. Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan 

menjadi 1815, dengan 1608 wajib pajak yang melunasi tepat waktu. Meskipun jumlahnya 

menurun, persentase kepatuhan justru meningkat menjadi 88,60%. Pada tahun 2023 jumlah 

pengajuan kembali mengalami penurunan menjadi 1585, dengan 1354 wajib pajak yang 

melunasi tepat waktu. Persentase kepatuhan pada tahun ini mencapai 85,43%, yang masih 

berada dalam kategori patuh. Kemudian pada tahun 2024, jumlah wajib pajak yang 

mengajukan pengurangan mencapai 1559, dengan 1383 wajib pajak yang melunasi tepat 

waktu, menghasilkan tingkat kepatuhan sebesar 88,71%. 

  

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak selama periode 2021 sampai 

2024 adalah 86,98%, yang masih termasuk dalam kategori patuh. Meskipun jumlah wajib 

pajak yang mengajukan pengurangan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tingkat 

kepatuhan tetap konsisten berada di atas 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

wajib pajak yang mengajukan pengurangan tetap memenuhi kewajiban pembayaran 

pajaknya tepat waktu. Berdasarkan data tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kepatuhan selama periode 2021 hingga 2024 berada dalam kategori patuh. 

 

Dalam rangka mengidentifikasi pengaruh implementasi pengurangan pokok PBB-P2 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini dievaluasi dengan teori lainnya yang 

relevan, yaitu dengan Teori Empat Pilar Kepatuhan oleh OECD. Kepatuhan pajak 

mencakup empat aspek utama, yaitu, Registrasi, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak atau terdaftar dalam sistem. Kedua, Pelaporan, yang mengacu pada 

kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu atau timely filing. Ketiga, 

Pembayaran, yang berarti kepatuhan dalam membayar pajak terutang secara tepat waktu 

atau timely payment. Terakhir, Kebenaran Pelaporan, yang berkaitan dengan kepatuhan 

dalam menyampaikan informasi perpajakan secara lengkap dan akurat atau complete and 

accurate reporting (OECD, 2004). 
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Dalam kaitannya dengan Teori Empat Pilar Kepatuhan OECD, data ini dapat dianalisis 

berdasarkan masing-masing pilar kepatuhan pajak sebagai berikut: 

a. Registrasi 

Pilar ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal mendaftarkan objek 

pajaknya untuk memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) maupun updating data. 

Meskipun data yang disajikan tidak secara langsung mencerminkan aspek registrasi, 

jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan dapat menjadi indikator bahwa 

mereka sudah terdaftar dan memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya. 

b. Pelaporan 

Pilar ini mengacu pada kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu 

(timely filing). Meskipun data yang disajikan tidak menunjukkan secara eksplisit 

jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya, dikarenakan sistem pemungutan 

PBB-P2 bersifat official-assessment dan sudah terintegrasi secara real time antara 

pembayaran dengan data di POS PBB-P2 sehingga tidak perlu untuk dilaporkan. Jika 

fasilitas pengurangan pokok PBB-P2 dihubungkan dengan pelaporan, program ini 

telah membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban mereka dengan lebih baik. 

c. Pembayaran 

Pilar ini mencerminkan kepatuhan dalam membayar pajak terutang secara tepat 

waktu (timely payment). Pada penelitian ini, jumlah wajib pajak yang membayar 

tepat waktu menjadi indikator utama kepatuhan dalam aspek pembayaran. Meskipun 

jumlahnya mengalami penurunan dari 2043 pada tahun 2021 menjadi 1383 pada 

tahun 2024, persentase kepatuhan tetap relatif stabil dan bahkan meningkat dengan 

rata-rata kepatuhan selama tahun 2021 sampai dengan 2024 sebesar 86,98%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa meskipun jumlah total wajib pajak yang mengajukan 

pengurangan PBB-P2 menurun, proporsi wajib pajak yang melakukan pembayaran 

PBB-P2 secara tepat waktu meningkat. Tepat waktu artinya wajib pajak yang 

melakukan pembayaran PBB-P2 maksimal tanggal 30 September tahun pajak 

tersebut. 

d. Kebenaran Pelaporan 

Pengajuan pengurangan PBB-P2 wajib pajak orang pribadi wajib menunjukkan 

berkas-berkas persyaratan tertentu seperti KTP atau KK, salinan SPPT PBB-P2 tahun 

berjalan, bukti pembayaran PBB-P2 satu tahun sebelumnya, dan berkas pendukung 

lainnya. Bagi wajib pajak badan menunjukkan laporan keuangan dan akta pendirian. 

Wajib pajak yang dapat mengajukan pengurangan adalah wajib pajak yang 

berkasnya lengkap dan memenuhi standar mekanisme dan peraturan terkait 

pengajuan pengurangan pokok PBB-P2.  

 

Dari analisis tersebut, jika dikaitkan dengan Teori Empat Pilar Kepatuhan OECD, 

implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 dapat berperan dalam meningkatkan 

kepatuhan dalam aspek pembayaran dan kebenaran pelaporan, meskipun tidak secara 

langsung terlihat dalam aspek registrasi dan pelaporan. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat 

menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama 

dalam hal pembayaran pajak secara tepat waktu atas pengajuan pengurangan PBB-P2. 
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Realisasi penerimaan PBB-P2 merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas 

pemungutan PBB-P2. Target penerimaan PBB-P2 ditetapkan setiap tahun sebagai acuan 

bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB-P2. 

Data berikut menunjukkan target penerimaan, realisasi yang dicapai, serta persentase 

capaian realisasi terhadap target untuk periode tahun 2021 hingga 2024 

 
Tabel 5 

Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta 

Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Berdasarkan data pada tabel 5, realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu 

melampaui target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Pada tahun 

2021, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp92,5 miliar, sementara realisasi penerimaan 

mencapai Rp97,70 miliar atau 105,62% dari target. Pada tahun 2022, target PBB-P2 

mengalami sedikit penurunan menjadi Rp90 miliar. Namun, realisasi penerimaan tetap 

meningkat menjadi Rp99,43 miliar, dengan persentase capaian sebesar 110,48%. Kinerja 

pemungutan pajak yang semakin baik terlihat pada tahun 2023, dimana target dinaikkan 

menjadi Rp99 miliar dan realisasi penerimaan meningkat signifikan menjadi Rp112,23 

miliar atau 113,36% dari target. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan target penerimaan 

yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp118 miliar. Realisasi penerimaan yang dicapai juga 

mengalami peningkatan menjadi Rp125,59 miliar dengan persentase capaian sebesar 

106,44%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian realisasi penerimaan PBB-P2 selama 

periode 2021 hingga 2024 adalah 108,98%. 

 

Kaitannya dengan efektivitas pengurangan PBB-P2, tren peningkatan realisasi pajak dapat 

mencerminkan bahwa kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 tidak serta-merta 

menurunkan penerimaan pajak secara signifikan. Justru, kebijakan ini memiliki dampak 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pengurangan pokok 

PBB-P2, wajib pajak lebih terdorong untuk membayar tepat waktu dan memenuhi 

kewajibannya, sehingga mengurangi tunggakan dan meningkatkan total penerimaan.  

 

Selain itu, efektivitas pemungutan juga dapat dipengaruhi oleh strategi optimalisasi yang 

dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan 

pajak, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Meskipun terjadi 

pengurangan pokok pajak, efektivitas pemungutan yang tinggi dapat menjaga atau bahkan 

meningkatkan realisasi penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan 

pokok PBB-P2, jika diterapkan dengan upaya yang tepat, dapat menjadi alat yang efektif 

dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan mempertahankan pendapatan daerah. 

 

 

Tahun 

Pajak 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

a b c=  

2021 92.500.000.000 97.702.873.549 105,62% 

2022 90.000.000.000 99.435.026.619 110,48% 

2023 99.000.000.000 112.230.294.496 113,36% 

2024 118.000.000.000 125.597.939.681 106,44% 
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Tabel 6 

Total Pengurangan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 atas Pengurangan Pokok 

PBB-P2 di Kota Yogyakarta 

Tahun 

Pajak 

Total Pengajuan 

Pengurangan (Rp) 

Total Nilai 

Pengurangan (Rp) 

Realisasi Penerimaan atas 

Pengurangan PBB-P2 (Rp) 

2021 45.559.017.065 13.739.462.300 31.483.887.676 

2022 33.052.184.223 7.354.393.053 25.165.272.436 

2023 40.690.476.665 7.182.101.887 32.757.750.236 

2024 35.709.135.135 5.305.218.835 29.602.745.630 

Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Gambar 2 

Grafik Data Total Pengajuan Pengurangan, Total Nilai Pengurangan, dan Realisasi 

Penerimaan atas pengurangan PBB-P2 

 
Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Berdasarkan pada tabel 6 dan grafik data, total pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total pengajuan pengurangan 

mencapai Rp45,56 miliar dengan total nilai pengurangan yang disetujui sebesar Rp13,74 

miliar. Dari nilai tersebut, realisasi penerimaan PBB-P2 setelah pengurangan tercatat 

sebesar Rp31,48 miliar. Pada tahun 2022, jumlah total pengajuan pengurangan menurun 

menjadi Rp33,05 miliar, dengan total nilai pengurangan sebesar Rp7,35 miliar, dan 

realisasi penerimaan sebesar Rp25,16 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya 

perubahan dalam kebijakan atau perilaku wajib pajak dalam mengajukan pengurangan.  

 

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali dalam total pengajuan pengurangan 

menjadi Rp40,69 miliar, meskipun total nilai pengurangan yang disetujui sedikit lebih 

rendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp7,18 miliar. Namun, realisasi penerimaan 

PBB-P2 tetap meningkat menjadi Rp32,75 miliar, menunjukkan adanya pemulihan dalam 

pembayaran pajak meskipun terdapat pengurangan.  
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Pada tahun 2024, total pengajuan pengurangan kembali menurun menjadi Rp35,71 miliar 

dengan total nilai pengurangan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya, 

yaitu Rp5,30 miliar. Realisasi penerimaan PBB-P2 setelah pengurangan juga mengalami 

sedikit penurunan menjadi Rp29,60 miliar. 

 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam jumlah total pengajuan dan nilai 

pengurangan, realisasi penerimaan PBB-P2 tetap menunjukkan tren positif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah memberikan pengurangan pokok pajak, 

sebagian besar penerimaan pajak tetap dapat dipertahankan. Dalam rangka mengukur 

efektivitas implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta pada 

penelitian ini diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 

Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan. Tabel berikut menyajikan total 

pengajuan pengurangan pokok PBB-P2, total nilai pengurangan yang disetujui, realisasi 

penerimaan setelah pengurangan, serta tingkat efektivitas berdasarkan klasifikasi yang 

telah ditetapkan 

 

Efektivitas =  

 
Tabel 7 

Total Pengurangan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 atas Pengurangan Pokok PBB-P2 di 

Kota Yogyakarta 

Tahun 

Pajak 

Total Pengajuan 

Pengurangan 

(Rp) 

Total Nilai 

Pengurangan 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan atas 

Pengurangan PBB-

P2 (Rp) 

Efektivitas 
Klasifikasi 

a  b c=  

2021 45.559.017.065 13.739.462.300 31.483.887.676 69,19% 
Kurang 

Efektif 

2022 33.052.184.223 7.354.393.053 25.165.272.436 76,14% 
Kurang 

Efektif 

2023 40.690.476.665 7.182.101.887 32.757.750.236 80,50% 
Cukup 

Efektif 

2024 35.709.135.135 5.305.218.835 29.602.745.630 82,90% 
Cukup 

Efektif 

Rata-Rata 77,18% 
Kurang 

Efektif 

Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Berdasarkan data pada tabel 7, efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah dilakukan 

pengurangan pokok pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. 

Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan pajak tercatat sebesar 69,19%, yang dikategorikan 

sebagai kurang efektif. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2022, dimana efektivitas 

meningkat menjadi 76,14%, tetapi masih masuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 

2023, efektivitas penerimaan PBB-P2 meningkat menjadi 80,50%, sehingga masuk dalam 
kategori cukup efektif. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dimana efektivitas 

mencapai 82,90%, tetap dalam kategori cukup efektif. Sehingga, secara rata-rata dalam 

kurun waktu 2021 hingga 2024, efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah pengurangan 

pokok PBB-P2 masih berada dalam kategori kurang efektif, dengan nilai rata-rata 77,18%. 
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Meskipun efektivitas penerimaan pajak setelah pengurangan tergolong kurang efektif, hal 

ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, 

kepatuhan wajib pajak tetap tinggi, mengingat pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 

merupakan hak yang sah bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tingginya jumlah pengajuan pengurangan menunjukkan bahwa wajib pajak memahami 

dan memanfaatkan haknya dari sisi perpajakan. Selain itu, realisasi penerimaan pajak yang 

masih cukup tinggi setelah pengurangan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak serta-

merta menghambat penerimaan daerah secara signifikan. 

 

Lebih lanjut, kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 tidak secara langsung bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah, melainkan untuk mengoptimalkan pendapatan 

daerah. Pengurangan ini diberikan untuk meringankan beban wajib pajak tertentu, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mencegah tunggakan pajak dalam jangka 

panjang. Dengan adanya kebijakan ini, penerimaan pajak tetap dioptimalkan melalui 

peningkatan partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Oleh karena itu, efektivitas 

kebijakan ini sebaiknya tidak hanya diukur dari perbandingan realisasi penerimaan 

terhadap target, tetapi juga dari dampaknya terhadap optimalisasi pendapatan daerah secara 

keseluruhan. Sehingga, kebijakan ini tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang 

dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan 

dan berkelanjutan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini 

tetap berjalan seimbang antara kepentingan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 

pendapatan dan kepentingan wajib pajak dalam memperoleh keringanan yang layak. 

 

Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-

P2 di Kota Yogyakarta 

Berdasarkan hasil analisis data wawancara penulis dengan lima orang informan yang 

bertugas di Subbidang Penagihan dan Keberatan BPKAD Kota Yogyakarta, dalam 

pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa 

hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi.  

a. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi 

Sering kali pengajuan pengurangan PBB-P2 tidak memenuhi persyaratan administrasi, 

seperti belum menyelesaikan pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya atau dokumen 

yang tidak sesuai. Misalnya pengajuan sebagai veteran tetapi menggunakan nama 

anggota keluarga yang bukan veteran atau bukan janda atau dudanya. Selain itu, 

berkas yang tidak lengkap dalam pengajuan online melalui JSS. Ketidaksesuaian ini 

menyebabkan proses telaah pengurangan menjadi lebih lama karena petugas harus 

melakukan verifikasi tambahan, menghubungi wajib pajak, cek lapangan ke lokasi 

wajib pajak, atau bahkan mengembalikan berkas untuk diperbaiki sebelum dapat 

diproses lebih lanjut.  

b. Pengajuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Melewati Batas Waktu  

Tidak sedikit wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 setelah 

melewati batas waktu yang telah ditentukan atau setelah tanggal 30 Juni tahun 

tersebut. Keterlambatan ini mengakibatkan proses pengajuan tidak dapat diproses 

sesuai jadwal atau bahkan ditolak. Selain itu, keterlambatan juga berdampak pada 

kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang terlambat mengajukan permohonan, 

kemungkinan besar terlambat melunasi PBB-P2 secara tepat waktu. 
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c. Pengajuan Permohonan Pengurangan Lebih dari Satu Kali 

Hambatan lainnya, yaitu adanya wajib pajak yang mengajukan permohonan 

pengurangan lebih dari satu kali dalam satu periode pajak. Hal ini terjadi karena wajib 

pajak merasa bahwa pengurangan yang diberikan oleh pemerintah masih belum sesuai 

dengan harapan atau kondisi keuangan mereka. Akibatnya, wajib pajak kembali 

mengajukan permohonan dengan harapan mendapatkan pengurangan yang lebih besar.  

 

Upaya Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota 

Yogyakarta 

Berdasarkan analisis data hasil analisis wawancara, dalam rangka mengatasi berbagai 

hambatan dan meningkatkan efektivitas dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok 

PBB-P2, BPKAD Kota Yogyakarta telah melakukan sejumlah upaya, antara lain: 

a. Meningkatkan Pemahaman dan Sosialisasi ke Masyarakat 

Sosialisasi mengenai program pengurangan pokok PBB-P2 telah rutin dilakukan 

melalui berbagai media, seperti tatap muka, media sosial, dan situs web resmi 

PemerintahKota Yogyakarta maupun BPKAD Kota Yogyakarta. Namun, masih 

banyak wajib pajak yang belum menerima atau memahami informasi tersebut dengan 

baik. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jangkauan, rendahnya partisipasi 

masyarakat, atau kurangnya minat terhadap isu perpajakan. 

Untuk mengatasi hambatan ini, upaya sosialisasi perlu diperluas dan lebih ditargetkan. 

Terkait batas akhir waktu pengajuan juga perlu dipertegas di dalam sosialisasi yang 

dilakukan. Misalnya, dengan memanfaatkan pesan singkat (SMS/WhatsApp Blast) 

langsung ke wajib pajak, penyebaran infografis yang lebih menarik di media sosial, 

atau menggandeng RT/RW dan komunitas setempat agar informasi lebih mudah 

diterima oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan interaktif seperti podcast atau sesi 

tanya jawab online juga diperlukan. 

b. Peningkatan Kualitas Digitalisasi Layanan 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan pokok 

PBB-P2 adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal peningkatan 

kualitas digitalisasi layanan. BPKAD Kota Yogyakarta telah menyediakan opsi bagi 

wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pokok PBB-P2 secara 

online, sehingga wajib pajak yang sebelumnya harus datang langsung ke Mall 

Pelayanan Publik untuk memasukkan berkas, kini dapat mengajukan permohonan dan 

mengunggah dokumen secara online. 

c. Inovasi Siap Jemput Layanan Pajak (Si-JAK) 

BPKAD Kota Yogyakarta menciptakan inovasi baru dengan siap jemput layanan pajak 

dengan mobil keliling bernama Si-JAK pada tahun 2025. Si-JAK ini akan berjalan 

dalam periode dua kali dalam satu minggu pada hari Rabu dan Kamis. Tujuannya 

adalah untuk mendekatkan layanan pajak ke masyarakat sehingga masyarakat tidak 

perlu datang lagi ke Mall Pelayanan Publik. Dengan adanya inovasi siap jemput 

layanan pajak daerah, diharapkan dapat membantu BPKAD Kota Yogyakarta dalam 

mempermudah akses layanan pajak, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB-P2. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan rata-rata kepatuhan mencapai 86,98% 

selama tahun 2021 sampai dengan 2024. Meskipun efektivitas penerimaan pajak setelah 

pengurangan masih tergolong kurang efektif atau sebesar 77,18%, kebijakan ini tidak 

menurunkan realisasi pendapatan daerah secara signifikan. Hal ini tidak serta-merta 

menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak tetap 

tinggi, mengingat pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 merupakan hak yang sah bagi 

wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 meliputi 

ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan berkas administrasi wajib pajak, pengajuan 

permohonan yang melewati batas waktu pengajuan, serta adanya wajib pajak yang 

mengajukan pengurangan lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak. Selain itu, masih 

terdapat hambatan dalam pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme dan prosedur 

pengajuan pengurangan, yang dapat menghambat proses telaah dan penetapan 

pengurangan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. 

 

Upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam 

kebijakan ini salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak

Melalui berbagai media, baik tatap muka termasuk media sosial, pesan singkat 

(SMS/WhatsApp Blast). Selain itu, peningkatan digitalisasi layanan dengan menyediakan 

pengajuan permohonan secara online melalui aplikasi JSS telah mempermudah wajib pajak 

dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke Mall Pelayanan Publik. Inovasi 

terbaru dari BPKAD Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini inovasi 

layanan siap jemput pajak daerah (Si-JAK) yang beroperasi dua kali seminggu untuk 

mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan dan efektivitas penerimaan PBB-P2. 
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